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PRAKATA 


Penelitian yang berjudul “MODEL GERAKAN CIVIL SOCIETY 
DI ERA PASCA REFORMASI : Studi Peran Kelembagaan Masyarakat 
Dayak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal di Kalimantan 
Tengah merupakan hibah penelitian BOPTN dengan skim penelitian 
fundamental. Pelaksanaan penelitian ini didasarkan atas Kontrak 
Penelitian Nomor 206/UN24.13/PL/2017 antara peneliti dengan 
Ketua LPPM Universitas Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kalimantan Tengah, khususnya lebih ke ibukota Palangka Raya 
sebagai basis dari gerakan civil society. Kemudian juga ada beberapa 
peran kelembagaan masyarakat Dayak yang gerakannya juga terjadi 
di kabupaten-kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah dan hal ini 
juga tidak luput dari pengamatan, yang memiliki urgensi dengan 
topik yang akan diteliti. Pendekatan teori yang digunakan adalah teori 
gerakan sosial dan politik untuk menjelaskan secara utuh gerakan civil 
society di Kalimantan Tengah. Indikator untuk mengukur gerakan civil 
society tersebut adalah peran kelembagaan masyarakat Dayak yang 
mulai muncul dan berkembang sejak era pasca reformasi, khususnya 
dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan strategi grounded 
yang dihampiri dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan 
kunci secara snowball. Kontribusi nyata penelitian ini adalah bidang 
ilmu politik, khususnya teori gerakan sosial dan politik etnik pada era 
pasca reformasi. 


Dalam kerangka proses usulan, penilaian dan dinyatakan lolos 
sampai dengan pelaksanaan penelitian ini, tidak lepas dari peran 
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semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dihaturkan ucapan terima 
kasih yang setinggi-tingginya kepada : 


li 


Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sudah 
meloloskan hibah penelitian ini. 


. Ketua LPPM Universitas Palangka Raya yang sudah memfasilitasi 


seluruh proses penelitian ini, dari usulan, penilaian, pengesahan 
sampai, tanda tangan kontrak sampai dengan pelaksanaan tahap 
akhir ini. 


. Proses dari awal seleksi hingga berakhirnya penelitian itu, tidak 


lepas dari Peran Dekan FISIP Universitas Palangka Raya, Prof. Drs. 
Kumpiady Widen, M.A., Ph.D yang sudah memberikan motivasi 
dan dorongan bagi kami dosen muda untuk mengembangkan diri 
melalui penelitian dan pengabdian bagi masyarakat. Karenanya, 
untuk semua motivasi, dorongan dan fasilitasi penelitian ini baik 
secara administratif maupun akademik saya ucapkan terima kasih 
yang setinggi-tingginya. 


. Para informan kunci yang sudah meluangkan waktu menerima 


peneliti dalam proses pengumpulan data wawancara dan pihak- 
pihak terkait yang mendukung pelaksanaan penelitian ini, dari 
tahap awal sampai dengan ditulisnya laporan kemajuan ini. 


. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu mendukung 


perampungan karya penelitian ini 

Pelaksanaan penelitian ini hingga rampungnya buku ini telah 
menyita cukup banyak waktu. Biasanya kalau seorang “suami”, 
seorang “ayah” sibuk maka istri dan anaknyalah yang menjadi 
korban. Bahwa mereka, Suci Amelia dan Carrisa Winola telah 
memberikan suasana keluarga kecil yang nyaman sehingga 
memungkinkan saya bisa bekerja dengan baik. Mungkin bagi 
mereka tidak dirasakan sebagai sesuatu yang istimewa. Tetapi 
bagi saya memang adalah sesuatu yang istimewa. Untuk itu saya 
ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. 


Bagaimanapun penilaian terhadap konstruksi penulisan di dalam 
buku ini, penulis tetap menganggap bahwa tulisan ini jauh dari 
kesempurnaan. Perbedaan pendapat dari apa yang tertuang dalam 
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tulisan ini dianggap sebagai masukan yang berharga bagi penulis 
untuk penyempurnaan lebih lanjut. Perbedaan pandangan yang 
tidak bisa penulis akomodir, disadari bahwa itulah kenyataan 
bahwa dunia ini adalah sebuah mimbar demokrasi dan kebebasan 
berpikir. 


Anyualatha Haridison 
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BABI 
PENDAHULUAN 


Pemahaman mengenai civil society, yang di dalamnya 
mengandung wacana hubungan antara negara dan masyarakat, bisa 
bertitik tolak dari gagasan Hobbes tentang kekuasaan negara dan 
masyarakat. Menurut Hobbes (Suhelmi, 2001:197) bahwa kekuasaan 
terbentuk dari perjanjian sosial dan masyarakat memberikan 
kepercayaan kepada negara untuk mengatur diri mereka, sehingga 
kekuasaan negara menjadi entitas politik yang unik dan bersifat mutlak 
dan otonom dari intervensi siapapun. Negara kemudian bersifat relatif 
independen berhadapan dengan masyarakat yang memberikannya hak 
untuk berkuasa. Negara bisa berbuat apa saja sesuai dengan apa yang 
dikehendakinya, tanpa perlu mempertimbangkan apakah tindakan dan 
logika kekuasaannya sesuai atau tidak dengan kehendak dan aspirasi 
rakyat. Gagasan Hobbes ini yang memunculkan bentuk negara 
kekuasaan sebagai Leviathan—bengis-kejam-hegemonis. 


Locke (Suhelmi, 2001:197) lebih rasional dalam memandang 
hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Menurutnya, 
kekuasaan negara karena terbentuk dari consent masyarakat dan 
produk perjanjian sosial, maka kekuasaan tidak bebas dan otonom 
berhadapan dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Hak bertindak 
dan mengatur yang dimiliki negara bisa ditolerir dan dibenarkan 
sejauh tidak mengganggu hak-hak sipil dan politik masyarakat. 
Sehingga gagasan Locke ini bisa dipahami bahwa negara bertindak 
dan berbuat sejauh bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang 
dikehendaki masyarakat. Dominasi negara yang dominan dalam 
mengatur masyarakatnya hanya akan menyebabkan hilangnya hak- 
hak masyarakat dan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi 
kekuasaan negara. 
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Wajah negara Leviathan sangat cocok menggambarkan kekuasaan 
orde baru di Indonesia, dimana masyarakat sendiri kehilangan hak 
partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak lagi 
menjadi masyarakat yang otonom dan mandiri dalam kehidupan 
politiknya. Masyarakat di Indonesia tidak berdaya dan akses terhadap 
lingkungan sosial, ekonomi dan politik tersumbat oleh berbagai organ 
negara yang represif. Menginjak pada pertengahan Tahun 1990-an 
sampai dengan meletusnya reformasi baru kemudian masyarakat 
memiliki tempat dalam dan posisi dalam mempertanyakan kekuasaan 
negara yang kewenangannya terlampau besar dan masif. 


Perspektif Locke ini terjadi pada masa setelah kejatuhan orde 
baru, yaitu dikenal dengan orde reformasi dan orde pasca reformasi. 
Kedaulatan rakyat menjadi ujung tombak dalam mengontrol 
kewenangan negara yang terlampau luas pada era orde baru. Kelompok 
masyarakat sebagai bagian dari civil society sudah memberanikan diri 
untuk melakukan perjuangan dan pergerakan melawan kekuasaan 
negara yang represif pada waktu itu, ditandai dengan aksi-aksi 
perlawanan terhadap hukum, konflik etnik dan agama, boikot, 
demonstrasi, mogok dan berbagai tindakan kolektif lainnya. Kondisi 
ini berdampak luas sampai ke daerah-daerah pada aras lokal, dari 
tingkat pemerintahan provinsi sampai ke tingkat pemerintahan paling 
bawah, yaitu desa. 


Banyak cara yang dilakukan civil society dalam menghadapi 
kekuasaan negara yang cenderung hegemonis, termasuk di negara 
otoritarian. Respons yang dilakukan civil society pun beragam, baik 
secara individu maupun kelompok. Upaya yang dilakukan masyarakat 
bertujuan untuk menguatkan posisinya, baik secara ekonomi, sosial, 
budaya, maupun politik. Dalam melakukan aktivitas, kelompok 
civil society tidak sepenuhnya bergantung pada kekuasaan negara. 
Gerakan-gerakan civil society dalam mengupayakan perubahan sosial 
politik bisa ditemukan hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. 
Bentuk gerakan masyarakat sipil sejatinya sudah terjadi sejak zaman 
kolonial Belanda, baik lewat gerakan konfrontasi maupun kultural. 
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Kelompok civil society umumnya berasal dari kalangan menengah 
dengan kesadaran dan kepedulian politik.' 


Gerakan civil society, secara teoritik bisa dipahami secara jelas 
dari teori gerakan sosial dan politik, khususnya dalam penjelasan 
tentan teori gerakan sosial lama (old social movements) dengan teori 
gerakan sosial baru (new social movements). Dua basis teori ini paling 
tidak melahirkan macam-macam perspektif yakni : (1) perspektif 
“perilaku kolektif” (collective behaviour), (2) “teori mobilisasi 
sumber” (resource mobilisation theory), (3) perspektif “proses politik” 
(political process), dan (4) pendekatan “gerakan-gerakan sosial baru 
(new social movements). 


Konsepsi gerakan sosial menurut Turner dan Killian (1987:223) 
bisa dikategorikan dalam perspektif “perilaku kolektif”. Menurut 
keduanya, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk khusus dari 
perilaku kolektif yang dibedakan terhadap perilaku “organisasional” 
dan “institusional”. Gerakan sosial tidak memerlukan identitas seperti 
organisasi terlembaga formal. 


Namun perspektif perilaku kolektif McCarthy dan Zald (1977) 
menggunakan pendekatan perilaku kolektif dengan memberikan 
perhatian yang jauh lebih besar kepada pentingnya faktor peran 
organisasi dalam gerakan sosial, yang mereka sebut resource 
mobilisation theory. 


Lain lagi dengan pandangan Charles Tilly (2004). Dalam 
argumentasinya, selain memfokuskan pada organisasi sebagai sumber 
gerakan sosial, Tilly juga menghubungkan antara munculnya gerakan- 
gerakan sosial yang mengarah pada “proses politik” yang lebih luas, 
yang mencoba mengeksklusi berbagai kepentingan dengan berupaya 
mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan 
(established polity). Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan 
sosial adalah sesuatu yang terorganisir (organised), berkelanjutan 
(sustained), menolak self-conscious dan terdapat kesamaan identitas 
(shared identity). 


1 Baca Koran Sindo, 4 November 2012. Fenomena Maraknya Gerakan Masyarakat Sipil 
di Indonesia, diakses dari: http://nasional.sindonews.com/read/685394/64/fenomena- 
maraknya-gerakan-masyarakat-sipil-1352035839 
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Kemudian, Alain Touraine (1981) berusaha melihat hubungan 
antara gerakan-gerakan sosial dengan perubahan struktural dan 
kultural dalam skala besar. Gagasannya, dalam teori gerakan 
sosial baru, berusaha mengindentifikasi keterkaitan gerakan sosial 
dengan adanya konflik dominan yang sudah ada dalam masyarakat. 
Menurut Touraine, gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang 
terorganisir dari aktor berbasiskan kelas yang berjuang melawan kelas 
yang menjadi lawan (musuh) untuk mengambil kontrol sosial secara 
historis dalam sebuah komunitas yang konkret. 


Keempat perspektif teoritis di atas mengenai teori gerakan 
sosial dan politik bisa dijadikan kerangka teori dalam membahas 
model gerakan civil society, baik di aras nasional maupun aras lokal. 
Gerakan civil society merupakan gerakan terorganisasi. Sebagaimana 
Hikam (1996) mengartikan bahwa civil society adalah kenyataan 
dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, 
swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, yang terikat 
oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian pandangan ini pada 
hakekatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai 
kemandirian dan terbebas dari hegemoni negara. Makna dari civil 
society ini mengandung konotasi adanya masyarakat beradab (civilized 
society) yang lebih menganut aturan-aturan yang berkaitan dengan 
sistem hukum dari pada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. 
Dengan demikian pandangan ini menganggap civil society sebagai 
suatu gerakan rakyat untuk membebaskan diri dari hegemoni negara. 

Secara empiris, bahwa fakta dari gerakan civil society pada aras 
nasional juga berdampak masif ke daerah-daerah, termasuk pula di 
Kalimantan Tengah. Sebelum meletusnya gerakan refomasi, pada 
akhir-akhir orde baru, masyarakat dayak sudah melakukan sebuah 
gerakan meskipun baru pada tingkat wacana. Menurut Kusni (2009), 
periode Orde Baru dengan Golkar-nya merupakan periode kerusakan 
alam Tanah Dayak, manusia Dayak, budaya dan filosofi adat serta 
masyarakat adat Dayak. Periode ini adalah periode desivilisasi oleh 
bangsa sendiri terhadap masyarakat Dayak. Menurutnya, sebelum 
menjadi sebuah gerakan — upaya terorganisasi, terprogram, terancang 
dengan wacana holistik yang jelas. Untuk mewujudkannya muncullah 
rupa-rupa organisasi baru baik bernama Lembaga Swadaya Masyarakat 
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maupun lembaga Dayak ini dan itu. Pada saat ini, orang-orang 
mencari pegangan pemikiran baru yang mengakar. Maka ideologi 
falsafah huma betang dengan rupa-rupa tafsiran yang silang-siur 
muncul dengan pendekatan parsial. Adat, masyarakat adat, falsafah 
huma betang yang sumir melambangkan perlawanan Dayak terhadap 
tindasan Orde Baru secara pemikiran. Mereka yang tadinya mengikuti 
Golkar mulai meninggalkan Golkar sebagai partai berkuasa yang 
menindas masyarakat Dayak. Singkatnya hasil penting perlawanan 
pada periode ini adalah tercapainya tuntutan masyarakat Dayak 
sebagai hasil sebuah seminar, agar pemerintah memisahkan lembaga 
adat Dayak dari kendali pemerintah. Melenyapkan golkarisasi adat 
dan masyarakat adat serta lembaga-lembaganya. 


Era pasca reformasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 
mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
16 Tahun 2008 (disingkat Perda No. 16/2008) Tentang Kelembagaan 
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Perda tersebut dibuat dengan 
maksud mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar 
mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak. Bersamaan 
dengan itu, muncul organisasi kelembagaan masyarakat Dayak 
lainnya, yakni Dewan Adat Dayak (DAD), Gerakan Pemuda Dayak 
(Gerdayak), Barisan Pertahanan Masyarakat Adat (Batamad), serta 
organisasi kelembagaan lainnya. 


Berangkat dari perdebatan teoritis dan fenomena empiris, maka 
penelitian ini ingin menelisik lebih dalam tentang model gerakan 
civil society di Kalimantan Tengah dalam konteks peran kelembagaan 
masyarakat Dayak yang muncul pada era pasca reformasi. Studi 
penelitian ini paling tidak secara teoritis akan membangun model 
gerakan sosial dan politik berdasarkan pengalaman peran kelembagaan 
etnik dalam keberadaannya sebagai bagian dari civil society yang 
memperkuat penyelenggaraan pemerintah lokal di Kalimantan Tengah. 
Dengan keterbatasan referensi untuk mengetahui bentuk-bentuk 
gerakan masyarakat Dayak maka studi ini sangat urgen sebagai sarana 
penyebaran gagasan dan pemikiran yang terdokumentasi mengenai 
gerakan politik di Kalimantan Tengah. Mendasarkan pada latar 
belakang di atas, baik secara teoritis maupun secara empiris, maka 
permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) 
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Bagaimanakah peran kelembagaan masyarakat Dayak yang muncul 
pada era pasca reformasi dalam kaitannya dengan pemerintahan 
lokal?: (2) Bagaimanakah model gerakan civil society bila dilihat 
dari peran kelembagaan masyarakat Dayak tersebut? Apakah peran 
kelembagaan masyarakat Dayak sudah bisa dimaknai sebagai gerakan 
civil society sebagaimana yang dikonsepsikan para penggagas teori 
civil society? 
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CIVIL SOCIETY : MAKNA, PENDEKATAN, 
PARAMETER 


2.1 Civil Society : Arus Utama dan Pendekatan 


State of the art civil society umumnya terjadi dalam beberapa 
diskusi muktahir dan lebih banyak berporos pada pemahaman Hegel, 
Marx, Antonio Gramsci dan Alexis de Tocgueville. Namun sebelum 
sampai pada framing civil society, pengistilahan civil society terlebih 
dahulu muncul dari pandangan-pandangan sejumlah ilmuwan politik, 
diantaranya, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), 
Jean-Jacgues Rousseau (1712-1778), Adam Ferguson (1723-1816) 
dan Thomas Paine (1737-1809). 


Istilah civil society pertama kali digunakan di Eropa pada abad 
ke-18, sebagai terjemahan dari bahasa romawi societas civilis dan 
untuk beberapa bahasa pada waktu itu diartikan sebagai state dan 
political society atau seluruh kenyataan yang menyangkut masyarakat 
dan politik. Makna civil society masih disamakan dengan negara (the 
state), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh 
kelompok lain. Hobbes, Locke dan Rousseau mengembangkan istilah 
civil society dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. John 
Locke menerjemahkan civil society sebagai civil government, Kant 
menerjemahkansebagai burgerliche, dan Rousseaumenerjemahkannya 
sebagai e tat civil (Outhwaite dan Bottomore, 1993 dalam Suwondo, 
2005:9). 

Pandangan Hobbes, Locke dan Rousseau mewakili pendekatan 
bahwa civil society dianggap sama dengan pengertian negara (the 
state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh 
kelompok masyarakat lain (Hikam, 1996). Seperti apa pandangan 
mereka tentang civil society, satu persatu akan didiskusikan. 
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Hobbes berpandangan bahwa negara ibarat Leviathan, sejenis 
monster (makhluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis. 
Konsep negara Leviathan menimbulkan rasa takut kepada siapapun 
yang melanggarnya hukum negara. Bila warga negara melanggar 
hukum, negara Leviathan tidak segan-segan menjatuhkan vonis 
hukuman mati. Negara Leviathan harus kuat, bila lemah, akan timbul 
anarki, perang sipil meletus dan akan mengakibatkan kekuasaan 
negara menjadi goyah. Dasar dari pandangan Hobbes ini sebetulnya 
dilatarbelakangi oleh konteks sosial dan politik pada waktu itu. 
Meletusnya perang agama, perang sipil dan konflik-konflik sosial 
pada waktu itu diasumsikan oleh Hobbes sebagai kelemahan dari 
kekuasaan negara (Misalnya poros kekuasaan terbelah di Inggris, 
antara kekuasaan raja dan kekuasaan parlemen). Penalaran Hobbes 
yang demikian didasarkan atas pandangannya terhadap kondisi 
manusia sebelum terbentuknya negara dalam masyarakat. Bahwa 
sebelum terbentuknya negara dan lembaga-lembaga politik, manusia 
berada pada proses yang alamiah (state of nature), dimana naluri 
manusia mendorong untuk berkompetisi dan berperang. Watak ini 
menurut Hobbes membuat manusia berperang satu dengan yang 
lain. Kondisi ini pula yang memaksa akal manusia untuk mencari 
alternatif kehidupan dimana manusia dapat mengekang naluri 
kebinatangan itu. Hobbes memberikan hipotesis bahwa keadaan 
yang lebih baik itu adalah perjanjian masyarakat yang diadakan oleh 
individu-individu untuk membentuk negara. Istilah Hobbes adalah 
covenant, yakni kontrak atau perjanjian untuk membentuk sebuah 
negara atau kedaulatan. Dalam perjanjian itu, manusia atau individu 
secara sukarela menyerahkan hak-haknya serta kebebasannya kepada 
seorang penguasa negara (Suhelmi, 2001). Perjanjian itu terjadi antara 
individu, bukan antara individu dengan negara. Sehingga menurut 
Hobbes yang terikat sepenuhnya kepada perjanjian itu adalah individu- 
individu, sedangkan negara sendiri bebas dan tidak terikat. Dalam 
pengertian ini negara bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya 
terlepas dari apakah sesuai atau tidak dengan kehendak individu. Dari 
penalaran ini, negara versi Hobbes memiliki kekuasaan mutlak dan 
tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap warganya. 


Kemudian Locke sendiri, dalam pandangannya memiliki 
kemiripan dengan pandangan Hobbes tentang civil society. Bagaimana 
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pandangan Locke tentang civil society bisa dipahami adalah ketika 
mempelajari pandangannya mengenai kekuasaan negara. Kekuasaan 
negara menurut Locke pada hakikatnya dibentuk untuk menjaga hak- 
hak kepemilikan individual. Tidak ada negara dan kekuasaan politik 
apabila tidak terdapat hak-hak pemilikan individual. Hak pemilikan 
individual itu merupakan suatu bentuk hak-hak alamiah yang dimiliki 
manusia. Locke memaknai hak-hak milik itu tidaklah semata-mata 
mengacu pada harta kekayaan tetapi juga kehidupan, kebebasan dan 
harta. Beberapa prinsip penting mengenai kekuasaan negara menurut 
Locke adalah kekuasaan negara yang tidak lain merupakan sebuah 
kepercayaan rakyat kepada penguasa untuk memerintah. Dalam teori 
politik modern biasanya dinamakan government by the consent of 
the people. Basis kekuasaan yang demikian, bukanlah Tuhan atau 
yang lainnya, melainkan rakyat. Hal ini lebih jauh dimaknai bahwa 
penguasa bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada Tuhan. 
Dengan prinsip ini, Locke medesakralisasi kekuasaan politik dan 
menjadikan sepenuhnya bersifat sekuler. Artinya kekuasaan bersifat 
duniawi dan tak berkaitan dengan transendensi Ketuhanan. 


Menurut Suhelmi (2001) Locke lebih rasional dari Hobbes dalam 
memandang hubungan kekuasaan antara rakyat dan penguasa (negara). 
Pandangan Hobbes sendiri bahwa negara menjadi semacam entitas 
politik yang mutlak dan otonom dari intervensi apapun, termasuk pula 
rakyat. Bila menurut Locke bahwa kekuasaan negara karena terbentuk 
dari consent rakyat dan produk perjanjian sosial warga negara, maka 
kekuasaan itu tidak bebas dan otonom berhadapan dengan aspirasi 
dan kehendak rakyat. Hubungan antara penguasa politik dengan 
rakyat yang diperintah analog dengan seseorang yang memberikan 
kepercayaan kepada orang lain untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan 
demikian, hak bertindak dan mengatur yang dimiliki negara bisa 
ditolerir dan dibenarkan sepanjang tidak mengganggu hak-hak sipil 
dan politik rakyat. Negara hanya dibenarkan bertindak dan berbuat 
sejauh bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki rakyat. 
Jadi menurut Locke tugas negara tidak boleh melebihi apa yang 
menjadi tujuan rakyat. Peran negara dalam mengatur kehidupan harus 
dibatasi seminimal mungkin. 
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Dominasi negara dalam mengatur rakyat akan menyebabkan 
hilangnya hak-hak rakyat dan ketidakberdayaan rakyat menghadapi 
kekuasaan negara. Negara harus menghargai dan menjunjung tinggi 
hak-hak individual. Kepentingan negara atas dasar alasan apapun, 
tidak bisa menghilangkan hak-hak individual rakyat (Suseno, 
1994). Atas dasar argumen ini, ada upaya yang dirumuskan oleh 
Locke untuk mencegah timbulnya negara absolut dan terjaminnya 
kehidupan civil society. Muncullah peran strategis konstitusi dalam 
membatasi kekuasaan negara. Konstitusi teramat penting bagi suatu 
negara karena di dalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan 
kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Kekuasaan negara harus 
dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam 
suatu tangan atau lembaga. Hal ini menurut Locke dilakukan dengan 
memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk : kekuasaan 
eksekutif (executive power), kekuasaan legislatif (legislative power), 
dan kekuasaan federatif (federative power). Doktrin tiga bentuk 
kekuasaan ini dikembangkan oleh Montesguieu sehingga doktrin itu 
dikenal dengan teori Trias Politica. 


Sementara itu Rousseau dalam beberapa hal senada dengan 
Hobbes, terbentuknya negara merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. 
Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan 
sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya 
kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian 
dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau istilah- 
istilah lain yang identik dengannya. Dengan menyerahkan hak-hak itu, 
individu-individu tidak kehilangan kebebasannya atau kekuasaannya. 
Di lain pihak, tesis Hobbes ditolak oleh Rousseau, dalam kerangka 
dua pilihan yang ada, yakni kebebasan atau menjadi objek kekuasaan 
atau dikuasai. Hobbes tidak membuka peluang kemungkinan manusia 
bebas tetapi pada saat yang sama berada dalam dominasi kekuasaan 
negara. Manusia menurut Rousseau, dalam posisinya berada dalam 
negera pada dasarnya bebas merdeka, baik dalam konteks bagian dari 
political society atau juga kekuasaan negara. Inilah esensi dari teori 
kontrak sosial Rousseau, yakni negara berdaulat karena mandat dari 
rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan maupun 
harta benda. Kedaulatan negara akan tetap absah selama negara 
tetap menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. 
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Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum. Bila 
menyimpang dari kehendak rakyat atau kemauan umum, keabsahan 
kedaulatan negara akan mengalami krisis. 


Perlu digarisbawahi bahwa dari pandangan-pandangan Hobbes, 
Locke dan Rousseau, mengisyaratkan bahwa perbedaan antara civil 
society dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan 
bagian dari civil society yang mengontrol pola-pola interaksi warga 
negaranya. Negara dan civil society dianggap sebagai dua buah entitas 
yang sama. Pendekatan Eropa ini menurut Budiman (1990:3-4) tidak 
dapat dilepaskan dari munculnya konsep natural society. Suatu konsep 
tentang masyarakat dimana mereka hidup secara alamiah yang belum 
mengenal hukum, kecuali hukum alam. Untuk mengatasi semua potensi 
masalah yang ada, khususnya pertentangan antar kelompok atau antar 
individu kemudian masyarakat menyerahkan kekuasaanya kepada 
suatu badan yang disebut negara. Badan ini kemudian berkembang 
dan mempunyai kekuatan yang sangat besar yang mampu mengontrol 
semua kehidupan masyarakat. Kekuatan dan hukum alam kemudian 
digantikan dengan kekuatan dan hukum politik yang dikenal sebagai 
political society. 

Pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan 
Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna 
civil society. Civil society dan negara dipahami sebagai dua buah 
entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial 
dan perubahan-perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan 
(enlightment). Keduanya diposisikan secara diametral. Civil society 
bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, harus lebih kuat 
untuk mengontrol negara dalam menjalankan kekuasaan. 


Ferguson (Varty, 1997) dikenal sebagai penggagas pencerahan 
di Scotlandia (Scottish Enlightenment), sehingga konsepsi modern 
tentang civil society mengacu pada pandangan Ferguson. Ferguson 
menunjukkan perniagaan dan perdagangan serta lebih dari itu, 
khususnya “commercial state” sebagai akhir dari korupsi sistem 
feodal dan penguatan pada kebebasan dan keamanan individu 
(Alagappa, 2004:27). Ferguson memiliki perhatian tentang pembagian 
dan disintegrasi dari pengaruh pasar bagi kelembagaan civil society. 
Spesialisasi dan pembagian kerja, merupakan konsekuensi pemisahan 
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dari perdagangan dan politik dan keserakahan dari elit atau borjois 
dipersepsikan oleh Ferguson sebagai berkurangnya ikatan komunal 
dan kebajikan publik (keberanian, keluruhan dan kasih sayang) pada 
pemerintahan yang demokratik. Menurut Ferguson, bahwa pasar telah 
bangkit tetapi tidak pada negara. Tekanannya pada kontrol politik akan 
dilakukan dengan lebih baik, khususnya pada kasus bahwa regulasi 
pasar dengan sendirinya akan terbebas dari pengaruh negara. Namun, 
walaupun artikulasi dari pandangan tentang civil society, Ferguson 
tidak membedakan antara civil society dan negara. Ferguson masih 
percaya bahwa “society cannot be detached from its form government, 
nor can economic man be torn, in practice or abstraction, from political 
man”. Dalam arti bahwa, masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sistem 
pemerintahan, bahkan ekonomi sendiri tidak dapat dilepaskan, baik 
dalam praktek maupun secara abstrak dari kondisi politik (Alagappa, 
2004:27). 


Konsepsi civil society di Jerman sendiri terinspirasi dari Ferguson 
lakukan, bagaimanapun, masih membuatperbedaan antaracivil society, 
keluarga, dan negara. Penegasan bahwa civil society sebagai sebuah 
produk dari negara modern dan hal ini merupakan pengembangan 
dari persyaratan sebuah negara, telah mendorong Hegel, dalam 
kerangka teori dialektikanya untuk memaknai civil society sebagai 
arena relasi di dalam pasar, pengaturan hukum masyarakat, relasi 
antara keluarga dan negara. Keserakahan kelas burjois dan berikut 
pula kompetisi kepentingan pribadi telah melahirkan kemiskinan dan 
ketidakmerataan, memimpin Hegel untuk menunjukkan bahwa civil 
society sebagai kecenderungan ke arah periode instabilitas dan konflik, 
meskipun tendensinya menuju ke arah “natural eguilibrium”. Guna 
memastikan “civility” dan “stabilit””, Hegel telah menyimpulkan 
negara yang dalam pandangannya hanya entitas yang mampu sebagai 
representasi dari kesatuan masyarakat dan selebihnya sebagai warga 
negara yang bebas— untuk memerintah civil society. 

Hegel dalam Philosophy of Right pada tahun 1921 menyebutkan 
bahwa “civil society is sphere of ethical life interposed between 
the family and the state”. Kemudian, Larry Diamond (1994) 
mengembangkannya dengan mengartikan bahwa civil society is the 
realm of organized social life that voluntary, self-generating, self- 
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supporting, autonomous from the state, and bound by legal order 
or set of shared rules. Karenanya, intervensi negara adalah untuk 
membimbing dan memerintah civil society secara sah. Bagi kaum 
modem, civil society bukanlah natural society dan bukan pula political 
society namun suatu tatanan masyarakat yang didasarkan kepada hak 
asasi manusia (civil right), seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, 
hak untuk memilih, dan lain-lain (Budiman, 1990:34, Chandoke, 
1995:36). Dengan kata lain, sebagaimana Ferguson pula, Hegel juga 
melihat dalam pandangan tadi bahwa masyarakat sipil terpisah dari 
keluarga dan dari negara. Atau dengan perkataan lain, pandangan ini 
mengisyaratkan suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan 
terbebas dari hegemoni negara. Sejak jaman Ferguson dan Hegel, 
formulasi tentang konsep civil society, tidak banyak mempengaruhi 
filsafat politik mereka, namun mengakar. Pandangan Ferguson 
dan Hegel telah membangkitkan konteks perubahan-perubahan 
teori kekuasaan, konsep legitimasi (legitimacy) dan kedaulatan 
(sovereignty), ransangan terhadap munculnya kekuasaan monarki, 
keberhasilan nation-state, pengembangan regulasi pasar, dan 
kemunculan pergerakan kebebasan politik. 


Marx (Bakker, 2002) sependapat dengan Hegel dalam melihat 
civil society sebagai masyarakat borjuis. Marx berbeda tajam dengan 
Hegel, dengan menganggap negara tidak lain sebagai pelayan 
kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab itu, civil society mengalami 
masalah yang harus diatasi dengan revolusi kelas proletar. Dengan 
kekuatan partai buruh, civil society akan membubarkan diri dari 
negara dan menjadi representasi keinginan masyarakat. Demikianlah 
Marx menggambar civil society sebagai arena alienasi dan eksploitasi. 
Namun, visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang mengatakan di 
masa depan civil society yang akan runtuh dari dalam, jika negara 
telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. 


Sedangkan Antonio Gramsci, dengan tujuan yang sama dan 
menggunakan kategori Marxist datang dengan konsepsi civil society 
yang berbeda signifikan dari konsepsi Marx. Gramsci (Ehrenberg, 
1999) menolak basis sosio ekonomi padanegara, namun meletakkannya 
sebagai superstruktur politik. Tentang perbedaan antara civil society 
dan negara (state), Gramsci telah menekankan peran krusial dari 
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dukungan ideologi dan kultural yang akan didistribusikan kepada 
civil society untuk bertahan dari kapitalisme Fropa. Sebagai Marxist, 
Gramsci juga memandang civil society sebagai milik kaum borjuis, 
namun Marx meletakkan civil society pada basis material dari 
hubungan produksi kapitalis, sedangkan Gramsci melihatnya sebagai 
supersturktur dimana proses perebutan posisi hegemonik terjadi (bdk. 
Raharjo, 1999: Hikam, 1996). Gramsci mengukur civil society dalam 
berbagai institusi sosial yang adalah hubungan bukan produksi, non 
organisasi pemerintah dan non keluarga, namun berkisar dari kegiatan 
kelompok dalam organisasi perdagangan, gereja dan partai politik. 
Pada tataran ini, Gramsci berpandangan adanya sifat kemandirian dan 
politis dari gerakan civil society. 


Konsepsi civil society Marx dan Hegel yang pula menjadi akar 
dari teori Gramsci memperoleh tanggapan pula dari pemikir-pemikir 
modern. Salah satunya adalah Alexis de Tocgueville (1805-1859) 
yang menekankan pada asosiasi civil dan politik sebagai kunci 
utama pilar demokrasi di Amerika. Walaupun tidak mempergunakan 
terminologi civil society, namun pemahamannya tentang civil society 
bisa diasosiasikan dengan beberapa fungsi : tidak terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat dalam konteks kemunduran pemerintah pusat, 
intermediasi antara personal atau kepentingan lokal dan kebutuhan 
nasional, pencegahan tirani dari kekuatan mayoritas, pembatasan 
kekuasaan negara, dan pencegahan dari penyalahgunaan (abuse) 
negara. Dalam pemahamannya civil society beroperasi dalam kondisi 
keadilan sosial ekonomi dan kebebasan politik, yang mengubah 
asosiasi kesukarelaan (voluntary) menjadi kooperatif bagi tujuan 
bersama. Proses saling mempengaruhi antara berbagai kepentingan 
dari asosiasi akan menjadi pengawal dalam melawan dominasi 
oleh kepentingan individu dan keluatan tirani mayoritas dan ekses 
yang lainnya bagi demokrasi. Menurut Alagappa (2004:30) bahwa 
konsepsi civil society Tocgueville didasarkan pada pembatasan 
kekuasaan negara akan batas-batas ruang politik, jaminan kerangka 
aturan serta kondisi lainnya (seperti keadilan sosial ekonomi) dan hal 
ini merupakan kebutuhan untuk efektivitas fungsi dari civil society. 
Menurut Whittington (2001) kondisi ini akan mengurangi sentralisasi 
negara dan mengurangi hubungan antara negara dan civil society 
(Alagappa, 2004). 
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Civil society Tocgueville tidak secaraapriorisubordinatifterhadap 
negara, tetapi lebih dari itu bersifat otonom dan memiliki kapasitas 
politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang 
menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada 
kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. Hikam 
(1996:3) sendiri memaknai pemahaman civil society Tocgueville 
adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan 
bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan 
(self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian 
tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma- 
norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 


Pandangan Gramsci dan Tocgueville, menjadi dua arus utama 
yang mempengaruhi tradisi berpikir civil society. Tradisi Gramscian 
yang diletakkan dalam konteks pra demokrasi atau authoritarian, 
menurut Bakker (2002), yakni variabel tentang voluntarisme dan agen 
politik (political agency) diakui sebagai pemahaman civil society milik 
Gramsci telah banyak menyumbangkan pemikiran temporer tentang 
aliran kiri baru (new left) civil society, yang dikenal sebagai aliran 
neo-Gramscian. Robert Cox (1999) dalam perdebatannya melihat civil 
society sebagai yang mewakili revolusi, sebagai strategi aksi utama 
dalam mengkonstruksikan “alternatif perubahan sosial dan dunia”. 
Atau juga Jurgen Habermas dengan konsep ”a free public sphere”, 
yakni sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara 
memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Civil society 
dilihat sebagai kebutuhan untuk bertahan dari serangan demokrasi 
yang mengancam oleh birokrasi negara modern, tentunya hal itu 
pula mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. 
Nampaknya memang, civil society sekarang dilihat sebagai sebuah 
solusi, yang berbeda dari tawaran Marxist sebelumnya. Refleksi 
diri dari masyarakat dan kelembagaan civil society dilihat sebagai 
sesuatu yang vital untuk memproteksi kebutuhan dari opini publik 
dan integrasi dari public sphere, sebagai pilar demokrasi (Alagappa, 
2004:29). 


Aliran neo-Gramscian lebih memperjelas perbedaan diantara 
civil society, negara, dan pasar, dimana civil society dilihat sebagai 
tempat yang penting dalam melakukan perjuangan counterhegemonic 
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melawan posisi negara dan pasar serta dalam memformulasikan 
demokrasi yang akan memberi pengaruh bagi negara. Penekanan 
utamanya adalah pada pemulihan (recovery) civil society dalam 
mempertahankan masyarakat dari cengkraman negara dan ancaman 
dari kapitalis. Lebih jauh, bahwa civil society diakui sebagai peran 
utama dalam demokratisasi negara dan memiliki pengaruh dalam 
politik dan kebijakan. Pada era demokrasi liberal sendiri, khususnya 
pada konteks pluralisme masyarakat modern, fokusnya pada formulasi 
harapan publik dalam mempengaruhi politik dan kebijakan. Seperti 
halnya pemikiran Robert Cox (1999) tadi memandang bahwa civil 
society sebagai tempat bagi perjuangan dan konstruksi kontra naratif 
(counternarrative) bagi bentuk alternatif demokrasi yang melayani 
kebutuhan kelas-kelas subordinatif. Lebih jauh diketengahkan, bahwa 
gambaran kerangka neo-Gramscian terjadi dalam situasi dimana 
kurangnya perjanjian atau kelompok minoritas berhadapan dengan 
konfigurasi dan identitas negara dan sistem politik, kemudian organisasi 
civil society terbagi, mendukung tujuan besar ke arah perubahan yang 
besar. Pada tataran ini civil society menjadi medan perjuangan dan 
sangat dominan. Bagaimana pun neo-Gramscian sangat dominan 
di Korea Utara, Taiwan dan Indonesia di jaman pra demokrasi, 
khususnya dalam rentang menuju transisi demokrasi. Kelas bawah 
berhadapan dengan dominasi dari negara dan masyarakat politik, bisa 
juga komunitas etnik atau militer, yang pada intinya beberapa segmen 
menunjukkan sebuah wilayah civil society sebagai arena pertempuran 
untuk melancarkan perjuangan counterhegemonic melawan segmen 
lainnya dari masyarakat atau negara. Dalam pandangan neo- 
Gramscian sendiri bahwa civil society menyediakan tempat sebagai 
tekanan untuk dapat mengatur, baik formal, informal atau bahkan 
tersembunyi, menanamkan nilai, mengkonstruk counternarrative, 
dan mengembangkan aset untuk memulihkan kembali martabat 
dan memastikan budaya, politik dan ketahanan ekonomi mereka 
(Alagappa, 2004:469). 

Kemudian pada arus pemikiran utama lainnya, fungsi intermediasi 
dan pembatasan kekuasaan negara dari Tocgueville menjadi konsep 
yang berharga dalam memformulasikan konsepsi civil society 
neo-Tocguevillean. Namun konsep Tocgueville lebih kabur pada 
generalisasi hubungan antara asosiasi atau lembaga dan demokrasi, 
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